PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG
KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Magelang agar dapat mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah dan memperkuat daya saing usaha,
perlu penguatan permodalan, penataan kelembagaan, dan
peningkatan kualitas pengelolaan Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota
Magelang;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, Perusahaan Daerah yang sudah berdiri
diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk
Perusahaan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

II
to
Il

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah;

7.  Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil
pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang, agar
disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan

nomor register Peraturan Daerah.

. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam waktu bersamaan.



KETIGA

=3 =

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO



